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BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN

Menimbang :

Mengingat :

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
. bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian,a.
semangat kerja dan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai
Kartanegara telah ditetapkan tambahan penghasilan
berdasarkan disiplin kerja:

. bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahunb.
2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam
pelaksanaannya masih terdapat kekurangan sehingga perlu
dilakukan penyesuaian,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penegakan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1
Indonesia Tahun 1945,

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan2.
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan3.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang4.
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400),

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438),

6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 06,Tambahan Lemabaran Republik Indonesia Nomor
5494).

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),

8.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5601):

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2799),
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093):
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 1),
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5121),



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4194),
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

OTahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5055),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815),



Menetapkan :

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135),
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Sasaran Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5258),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang
Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 diubah, sehingga Pasal 1

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah.

5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil
yang diperbantukan.



6. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah PNS
yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang
gajinya dibebankan pada instansi yang menerima
perbantuan.

7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar,
lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi
PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai
kewenangan mengangkat, memindahkan dan
memberhentikan PNS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

10.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

11.Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan
yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam bentuk
uang.

12.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara
tertulis dan dituangkan dalam surat keterangan serta
disetujui oleh atasan langsung, yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13.Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan
Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Presiden tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, antara ayat (2) dan (3)
disisipkan 2 ayat sehingga Pasal 3 secara keseluruhan
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari dalam seminggu,
mulai hari Senin sampai dengan Jumat.

(2) Jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, jam masuk
kerja pukul 07.30 Wita dan jam pulang kerja pukul
16.00 Wita dan pada Hari Jumat jam masuk kerja
pukul 07.30 Wita dan jam pulang kerja 16.30 Wita.

(2a) Jam istirahat PNS pada Hari Senin sampai dengan Hari
Kamis selama 1 (satu) jam dan pada Hari Jumat selama
1,5 (satu setengah) jam.

(2b) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada
setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya mengacu
pada ketentuan yang berlaku.



(3)

(4)

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), pada :

a. unit kerja/satuan organisasi yang menyelenggarakan
pelayanan masyarakat seperti, Rumah Sakit dan
Puskesmas, dan

b. unit pendidikan, mulai dari tingkat SD sampai dengan
SLTA.

Pengaturan lebih lanjut pada ayat (3) diatur dengan
Keputusan Kepala SKPD yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan (3)
disisipkan 2 ayat, dan ayat (3) diubah, sehinga Pasal 4
secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja
serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem
kehadiran elektronik.

(1

Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebayak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja
dan pada saat pulang kerja, terhitung sejak 2 Januari 2015.

(2)

PNS wajib mengikuti apel pagi pada hari Senin dan mengisi
absensi manual setelah selesai apel.

(Za)

pengisian absen manual sebagaimana dimaksud pada ayat
(2a) akan dihitung kembali kesesuaiannya dengan sistem
kehadiran elektronik.

(2b)

Selain ketentuan yang diatur pada ayat (2a) Pengisian
daftar hadir dapat dilakukan secara manual apabila:

(3)

a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengalami kerusakan atau tidak berfungsi atau
Pemadaman Listrik, dan

b. terjadi keadaan kahar (force majeure).
Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di
luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat
dihindarkan berupa bencana alam dan kerusuhan.

(4)

Format Laporan Kehadiran sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf E dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(S)



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Januari 2015
BUPATI KUTAI KAR EGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEG

AE Aa,
Drs.EDI DAMANSYAH.M.Si
NIP

196503021994021011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 22


